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I. UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar
wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat
beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi
yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang
punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal
diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan
memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sector perikanan
diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan
dan pembudidaya-ikan. Selama ini nelayan dan pembudidaya-ikan telah
memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan
pembangunan ekonomi nasional. Pemberdayaan nelayan dan
pembudidaya-ikan dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk
mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi
masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.



Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan
perikanan budidaya di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh Nelayan
Kecil dan Pembudidaya-lkan Kecil. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-lkan
Kecil sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan
pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian
kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan
berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-lkan Kecil
merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama dan Dbersinergi dengan cara
memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya-
Ikan Kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan
memberikan kesejahteraan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan
Kecil dan keluarganya.

Upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-lkan Kecil
perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga
memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan
Kecil dan Pembudidaya-lkan Kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudidaya-lkan Kecil agar mencapai sasaran yang
maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu
Peraturan Pemerintah dengan materi meliputi pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan, penumbuhkembangan kelompok, daerah
penangkapan dan pembudidayaan ikan, pembiayaan dan permodalan,
serta Kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah
pembudidayaan ikan dengan metode antara lain
menggunakan pakan alami, padat tebar rendah, tanpa
instalasi pengolahan air limbah.
Angka 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil
dan Pembudidaya-lkan Kecil ditujukan untuk diberikan
kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-lkan Kecil dalam
rangka penyiapan untuk menerima pemberian fasilitasi
pembiayaan dan permodalan yang lain.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)

Sosialiasasi dalam ketentuan ini antara lain dilakukan melalui
diseminasi informasi, edukasi, dan pencarian calon peserta.

Pendampingan dalam ketentuan ini antara lain dilakukan
dengan pendampingan dalam bidang administratif atau teknis
untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan kesinambungan
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pengawasan dalam ketentuan ini antara lain dimaksudkan
untuk memastikan bahwa penyaluran fasilitas pembiayaan dan
permodalan tepat sasaran kepada Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-Ikan Kecil.
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Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi” adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan
untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh
lulusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
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Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan
penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-
Ikan Kecil mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
evaluasi.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan
penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan
berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan serta prilaku
Nelayan Kecil dan Pembudidaya-lkan Kecil semakin baik dan
sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud
kemandirian.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15

Kawasan potensi perikanan merupakan suatu wilayah atau daerah
yang memiliki potensi sumber daya di bidang penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Identitas profesi Nelayan Kecil dalam ketentuan ini berupa
kartu nelayan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi kelompok” adalah
mendaftarkan kelompok Nelayan Kecil pada dinas
kabupaten/kota yang membidangi perikanan.



Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a

Identitas profesi Pembudidaya-lkan Kecil dalam ketentuan ini
berupa kartu pembudidaya-ikan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi Pokdakan” adalah
mendaftarkan Pokdakan pada dinas kabupaten/kota yang
membidangi perikanan.
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Informasi dalam ketentuan ini antara lain informasi pasar, sarana
produksi, dan teknologi.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)

Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia,
serta sungai, danau, waduk, dan rawa.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah pelindungan laut” adalah daerah
sekitar yang menjadi pemijahan ikan (speel over).

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)

Wilayah pengelolaan perikanan mnegara Republik Indonesia
meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia,
serta sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang
dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang
potensial di wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.





